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Keluarkan Perwal

Penggunaan Anggaran

Agar Pelayanan
Masyarakat
Tak Terganggu

JOGIA - Semakin sempitnya
wakiu dan pemenuhan kebutu-
han anggaran, Pemerintah
Kota [Pemkot) Jogja untuk
mengeluarkan peraturan wali
kota (Perwal) tentang penggu-
naan anggaran. Itu juga melihat
situasi pembahasan APBI) Pe-
rubaha 2014 di DPRD Kota
Jogja yang tidak jelas.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti
(HS) mengatakan, persiapan
dikeluarkanya Perwal sudah
dimulai. Dia menjanjikan Ok-
tober ini sudah bisa dikeluarkan.
Saat ini sedang dilakukan kajian
dan konsultasi dengan Pemprov
DIJ. “Ini saatnya mengeluarkan

Perwal ini. Kami tidak ingin pe-
layanan ke masyarakat dan pe-
merintahan terganggu,” ujar HS
usai rapat koordinasi dengan
kepala SKPD di Balai Kota Jogja
kemarin (27/10).

Sebelumnya pembahasan PABD
Perubahan 2014 di DPRD Kota
Jogja mandek karena permasal-
han di internal DPRD. HS men-
gatakan kegiatan belanja yang
diatuir melalui Perwal nanti ha-
nya yang bersifat mengikat dan
wajib. Sedangkan untuk usulan
kegiatan lainnya yang direncana-
kan dalam APBED Perubahan 2014
terpaksa ditangguhkan. Terkait
Perwal pihaknya juga akan ber-
komunikasi dengan DPRD Kota
Jogja. “Saya sudah tidak bisa
lagi khusnudzon ke dewan ter-
kait pembahasan perubahan,”
jelasnya.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan

Kota Jogja Kadri Renggono mem-
beberkan, beberapa kegiatan yang
akan diatur dengan Perwal, se-
perti honorarium untuk tenaga
bantu (naban), GTT dan PTT

_serta nonor tenaga kontrak Ter-

minal Giwangan. Besarnya men-
capai Rp 9 miliar. “Selain itu juga
kegiatan lain seperti Jamkesda
serta listrik,” jelas Kadri.

Wakil Ketua [ DPRD Kota Jog-
ja dari Fraksi PAN M Ali Fahmi
mengatakan, pihaknya mendo-
rong Pemkot Jogja untuk
mengeluarkan Perwal peng-
ganti Perda APBD Perubahan
2014, Jika Pemkot Jogja tidak
segera mengambil sikap dikha-
watirkan akan mempengaruhi
pemerintahan.

“Perwal ini sangat dibutuhkan
untuk menyelamatkan nasib
honor naban, guru non PNS
tenaga outsourching dan lainnya,’

plan B dengan mengeluarkan  Pengelolaan Keuangan (DPDPK)  ujar dia. (pra/din/gp)
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